BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van
gewijsde) berarti mempunyai arti harus di taati oleh setiap pihak yang
berperkara di dalam pengadilan, putusan yang sudah di putus oleh hakim
mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Setelah dijatuhkan putusan oleh
hakim pihak yang kalah dalam berperkara harus mentaati putusan yang
telah di tetapkan oleh hakim namun pada kenyataanya masih banyak pihak
yang kalah tidak terima dengan putusan pengadilan. Demi berjalannya
putusan pengadilan dan menjamin dapat dilaksanakannya putusan
pengadilan. Penggugat dapat mengajukan penyitaan terhadap tanah yang
menjadi obyek sengketa kepada pengadilan, supaya menjamin
kepentingan penggugat, yaitu agar haknya yang dikabulkan dalam putusan
hakim dapat dilaksanakan setidaknya melalui barang sitaan. Sita Jaminan
diatur dalam Pasal 227 HIR. Setelah putusan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap bisa dapat dilanjutkan pada tahap eksekusi bilamana pihak
yang kalah tidak mau memenuhi isi putusan dengan sukarela. Eksekusi
atau pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan apabila sudah ada

permohonan eksekusi dari pihak yang menang dalam putusan, pada
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dasarnya putusan hakim yang dapat dimohonkan eksekusi adalah putusan
bersifat penghukuman, tetapi dalam kenyataanya banyak hambatan-
hambatan dalam pelaksanaan eksekusi seperti adanya perlawanan dari
pihak yang kalah dengan tidak mau pergi dan masih tetap menguasai tanah
tersebut walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

. Upaya penyelesaian pelaksanaan eksekusi tanah yang telah mempunyai
kekuatan hukum yang tetap bisa melalui eksekusi yang dijalankan secara
paksa, oleh pihak yang kalah dalam perkara tidak mau mematuhi
pelaksanaan acara Putusan Pengadilan. Eksekusi dapat dijalankan dengan
sukarela maupun dengan secara paksa. Perkara perdata pelaksanaan
putusan pengadilan dilakukan oleh pihak yang dikalahkan, Akan tetapi,
terkadang pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara
sukarela, sehingga pihak yang menang dapat meminta bantuan pihak
pengadilan untuk memaksakan eksekusi putusan tersebut. Upaya
penyelesaian tersebut bisa melalui permohonan eksekusi kepada pihak
pengadilan supaya putusan bisa dijalankan dengan segera walaupun ada

perlawanan dari pihak yang kalah.

. Saran

Adapun saran sebagai berikut :
1. Penerapan hukum terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai

kekuatan hukum tetap, setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim
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ataupun pengadilan harus ditaati oleh pihak yang berperkara karena
putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum itu mutlak harus
ditaati oleh pihak yang kalah, seharusnya penegak hukum harus tegas
dalam menindak lanjut kasus yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap, pada dasarnya mau tidak mau putusan yang sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap harus dijalanlan oleh pihak yang kalah dan tidak
boleh melawan atau tidak menerima putusan yang sudah di jatuhkan
oleh hakim, namun kenyataanya banyak pihak yang kalah dalam
berperkara tidak menerima putusan dan malah tetap menguasai benda
yang di sengketakan, harusnya penegak hukum itu adil dan bisa di
tegakan kepada siapapun tanpa melihat siapapun karena hukum itu
tidak memandang siapapun siapa yang salah siapa yang kalah dalam
berperkara harus patuh sama aturan dan putusan yang di putus
pengadilan.

. Upaya dalam penyelesaian pelaksanaan eksekusi tanah yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap harus lebih tegas lagi dan lebih di
tegakkan lagi. Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada
Pengadilan untuk melakukan eksekusi serta meminta bantuan kepada
Aparat seperti Polisi, TNI dan Satpol untuk mengamankan
pelaksanaan eksekusi supaya berjalan dengan lancar. Penegak hukum
dapat melakukan tindakan dengan cepat kepada pihak yang kalah

dalam berperkara dengan menyita benda yang di sengketakan dan
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segera eksekusi, apabila ada perlawanan dari pihak yang kalah serta
melanggar hukum segera laporkan kepada pihak yang berwajib bila

ada unsur tindak pidana
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